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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Program Keluarga Berencana (KB) Nasional di Indonesia memainkan peran 

penting dalam menghadapi tantangan besar pertumbuhan penduduk yang pesat. 

Lebih dari sekadar mengendalikan angka kelahiran, program ini menjadi motor 

peningkatan kualitas hidup masyarakat (BKKBN, 2020). Dengan menciptakan 

lingkungan yang lebih sejahtera, sehat dan berkeadilan, Program KB menjadi fondasi 

utama bagi terwujudnya masyarakat yang lebih baik (Suharyo & Sarbini, 2019). 

Dalam konteks pembangunan nasional, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 

menambah kompleksitas tantangan, seperti penyediaan pendidikan yang merata dan 

penciptaan lapangan kerja, yang semuanya membutuhkan solusi yang strategis 

(Sumarno, 2018).  

Untuk memastikan program ini berjalan efektif, Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memegang peran kunci. Sebagai lembaga 

utama, BKKBN tidak hanya bertugas sebagai fasilitator penyuluhan, tetapi juga 

sebagai pengarah kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk (BKKBN, 2020). 

Dengan memanfaatkan data kependudukan yang akurat, BKKBN merancang strategi 

yang bertujuan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur 

(Suharyo & Sarbini, 2019). Melalui pengaturan jumlah dan distribusi penduduk yang 

lebih seimbang, BKKBN mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih 

jauh lagi, peran ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan 

nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pemerataan akses terhadap layanan 

kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sebagai tujuan utamanya (Sumarno, 2018).
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Sebagai organisasi yang memiliki jaringan vertikal, BKKBN hadir di setiap 

provinsi di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Perwakilan BKKBN Sumatera 

Barat berkomitmen untuk mendukung visi dan misi BKKBN pusat dalam konteks 

lokal. Namun, untuk mencapai visi besar ini, kinerja yang tinggi dari para aparatur 

menjadi sebuah keharusan. Dalam hal ini, tenaga lini lapangan, yaitu Penyuluh KB, 

menjadi garda terdepan keberhasilan program. Penyuluh KB berperan penting dalam 

mengomunikasikan program kepada masyarakat. Kinerja Penyuluh KB merujuk 

kepada kinerja karyawan, sebagaimana dijelaskan oleh Robbins dan Judge (2017), 

mencerminkan kombinasi antara hasil yang dicapai serta perilaku yang diperlihatkan 

selama proses mencapai hasil tersebut.  Capaian kinerja BKKBN Provinsi Sumatera 

Barat dapat dilihat pada data sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Target dan Capaian Pemakaian Alat Kontrasepsi KB 

Sumatera Barat Bulan Januari-Juli 2024 
 

No Metode Kontrasepsi 
Target 

(Orang) 

Capaian 

(Orang) 
(%) 

1 IUD 7573 4728 62,43 

2 MOW 2882 1669 57,91 

3 MOP 122 19 15,57 

4 Kondom 15021 7493 49,88 

5 Implant 15884 10635 66,95 

6 Suntikan 59734 22631 37,89 

7 Pil 27749 12641 45,55 

Jumlah 126.965 59.816 47,11 

  Sumber: BKKBN Sumatera Barat (2024) 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah target pemakaian alat 

kontrasepsi KB Sumatera Barat periode bulan Januari-Juli 2024 adalah 126.965 

orang, sedangkan capaiannya hanya 47,11% atau sebanyak 59.816 orang. Rendahnya 

capaian tersebut memberikan indikasi bahwa masih rendahnya tingkat kinerja 

Penyuluh KB di Provinsi Sumatera Barat. 



 

3 

 

Untuk memperkuat fenomena kinerja Penyuluh KB telah dilakukan survey 

awal kepada 30 orang Penyuluh KB Provinsi Sumatera barat dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Pra Survey Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana 

Provinsi Sumatera Barat  
Kinerja Penyuluh KB 

Total 

Skor 

Rata-

Rata No Pernyataan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 
Saya selalu melakukan 

pekerjaan saya dengan hati-hati 
5 11 6 5 3 80 2,67 

2 
Saya dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik 
6 10 7 4 3 78 2,60 

3 

Saya yakin tugas pekerjaan saya 

sesuai dengan keahlian yang 

saya miliki 

7 9 5 6 3 79 2,63 

4 
Saya dapat melakukan beberapa 

tugas sekaligus 
4 11 6 6 3 83 2,77 

5 

Saya dapat menyelesaikan 

beberapa pekerjaan yang 

diberikan perusahaan 

4 12 7 4 3 80 2,67 

6 

Saya menganggap target 

pekerjaan yang diberikan sesuai 

dengan kemampuan 

2 11 8 3 6 90 3,00 

7 
Saya mampu menyelesaikan 

tugas tepat waktu 
4 9 10 3 4 84 2,80 

8 

Saya tidak menunda 

penyelesaian tugas pekerjaan 

saya 

5 11 6 4 4 81 2,70 

9 

Saya patuh terhadap target 

waktu yang telah ditentukan 

untuk menyelesaikan tugas 

8 12 3 5 2 71 2,37 

10 
Saya merasa tim kerja saya 

dapat bekerja secara kompak 
9 9 3 5 4 76 2,53 

11 Saya dapat bekerja dalam tim 7 5 9 5 4 84 2,80 

12 

Saya merasa penyelesaian tugas 

pekerjaan akan lebih baik jika 

dilakukan bersama-sama 

8 6 7 4 5 82 2,73 

Rata -rata 2, 68 

Tingkat Capaian Responden (TCR) 53,33% 
 

   Sumber: Survey awal (2024) 

Berdasarkan data yang ditampilkan, skor rata-rata kinerja Penyuluh KB di 

Provinsi Sumatera Barat mencapai 2,68 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) 
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sebesar 53,33%. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh KB berada pada 

kategori Sangat Rendah (Arikunto, 2006). Kondisi ini menjadi perhatian serius 

karena kinerja tersebut mencerminkan efektivitas Penyuluh KB dalam melaksanakan 

tugasnya di lapangan. Salah satu aspek yang mempengaruhi rendahnya kinerja ini 

adalah keterikatan kerja, yang berhubungan erat dengan sejauh mana seorang 

pegawai melibatkan dirinya secara fisik, kognitif dan emosional dalam pekerjaan 

(Kahn, 1990). Dengan kata lain, semakin tinggi keterikatan kerja seorang Penyuluh 

KB, semakin optimal pula kinerjanya, begitu pula sebaliknya. 

Selain keterikatan kerja, komitmen organisasi juga menjadi faktor penting 

dalam memengaruhi kinerja Penyuluh KB. Komitmen organisasi menggambarkan 

sejauh mana seorang karyawan memiliki rasa bangga terhadap organisasi tempatnya 

bekerja serta keinginan untuk tetap menjadi bagian darinya (Meyer & Allen, 1997; 

Robbins & Judge, 2017). Hubungan antara komitmen organisasi dan kinerja juga 

bersifat positif; semakin kuat komitmen seseorang terhadap organisasi, semakin 

besar kemampuannya untuk memberikan kontribusi optimal, begitu pula sebaliknya. 

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ahakwa et al., (2021) 

dan Ara et al., (2021), telah membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara 

komitmen organisasi dan peningkatan kinerja pegawai. 

Selain dua faktor tersebut, kepemimpinan pemberdayaan juga berperan besar 

dalam mendorong kinerja Penyuluh KB. Penelitian Lestari dan Maria (2018) serta 

Desta dan Mulie (2024) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang 

memberdayakan karyawan mampu meningkatkan kinerja secara langsung. 

Kepemimpinan pemberdayaan ini mencakup pemberian wewenang, bimbingan serta 

dukungan yang memotivasi pegawai untuk bekerja secara optimal. Dalam konteks 
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Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, implementasi kepemimpinan yang 

memberdayakan dapat menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja Penyuluh KB yang 

saat ini tergolong rendah, dalam kata lain apabila semakin baik kepemimpinan 

pemberdayaan maka akan semakin tinggu pula kinerja penyuluh KB, begitu pula 

sebaliknya. 

Studi ini memberikan perspektif baru dibandingkan penelitian-penelitian 

sebelumnya dengan data spesifik yang ditampilkan pada Tabel 1.3. Data tersebut 

memberikan dasar analisis yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata kinerja 

Penyuluh KB serta faktor-faktor pendukung yang dapat dioptimalkan untuk 

perbaikan di masa depan. Hubungan antara keterikatan kerja, komitmen organisasi 

dan kepemimpinan pemberdayaan menjadi fondasi utama dalam mendorong kinerja 

yang lebih baik. 

Tabel 1.3 

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Variabel 

dan 

Objek 

Desta 

&Mulie 

(2024) 

Waseel et al 

(2023) 

Ahakwa et al 

(2021) 

Ibrahim Limon 

(2022) 

Penelitian ini 

(2024) 

Variabel X 
Kepemimpinan 
Pemberdayaan 

Kepemimpinan 

Pemberdayaan 

1. Keterikatan 

Kerja 
2. Lingkungan 

kerja 

Kepemimpinan 

Pemberdayaan 
Kepemimpinan 
Pemberdayaan 

Variabel 

M 

Keterikatan 

Kerja 

1. Budaya 

Kolaboratif 

2. Komitmen 

Organisasi 

Komitmen 

Organisasi 

Komitmen 

Organisasi 

1. Keterikatan 

Kerja 

2. Komitmen 

Organisasi 

Variabel Z - - Kepuasan Kerja - - 

Variabel Y 
Kinerja 

Karyawan 
Inovasi Hemat 
(Frugal Innovation) 

Kinerja 

Karyawan 
Kinerja Guru 

Kinerja 

Penyuluh KB 

Area 
Tenaga 

Penjual 
Karyawan UKM Karyawan Bank Guru Penyuluh KB 

Objek Perusahaan Perusahaan Bank Sekolah BKKBN 

URL 

https://doi.org

/10.1080/ 

23311975.20

24.2307066 

https://www.emeral

d.com/ 

insight/0368-

492X.htm 

https://doi.org/ 

10.33215/sjom.v

4i3.641 

https://doi.org/1

0.30 

831/akukeg.945

201 

- 

  Sumber: Data diolah (2024) 

https://doi.org/10.1080/
https://doi.org/10.1080/
http://www.emerald.com/
http://www.emerald.com/
https://doi.org/
https://doi.org/10.30
https://doi.org/10.30


 

6 

 

Pada Tabel 1.3. di atas dapat dilihat bahwa penelitian Desta dan Mulie 2024) 

serta Waseel et al. (2023) sama-sama mengkaji kepemimpinan pemberdayaan 

sebagai variabel independen. Namun, penelitian Desta dan Mulie berfokus pada 

tenaga penjual di sektor perusahaan, sementara Waseel et al. meneliti karyawan 

UKM dengan menambahkan budaya kolaboratif dan komitmen organisasi sebagai 

variabel mediasi. Penelitian Ahakwa et al. (2021) di sisi lain, menggunakan 

keterikatan kerja dan lingkungan kerja sebagai variabel independen dengan kepuasan 

kerja sebagai mediasi dan objek penelitian berupa karyawan bank. Adapun penelitian 

Limon (2022) meneliti kepemimpinan pemberdayaan pada guru dengan komitmen 

organisasi sebagai satu-satunya variabel mediasi. Variasi ini menunjukkan bahwa 

penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada konteks sektor privat atau 

pendidikan, tanpa eksplorasi mendalam pada sektor publik seperti penyuluh KB. 

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang unik dengan menggabungkan 

keterikatan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi untuk 

memahami hubungan antara kepemimpinan pemberdayaan dan kinerja penyuluh KB. 

Objek penelitian ini, yaitu penyuluh KB yang bekerja di bawah BKKBN, menambah 

kekhususan studi ini karena berbeda dari objek penelitian sebelumnya yang 

mencakup sektor perusahaan, perbankan dan pendidikan. Selain itu, variabel terikat 

berupa kinerja penyuluh KB yang menjadi fokus penelitian memberikan perspektif 

baru terkait efektivitas kepemimpinan pemberdayaan dalam meningkatkan performa 

individu pada sektor publik, khususnya dalam program keluarga berencana. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan 

memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kinerja dalam organisasi sektor 

publik. 
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Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

empiris dengan judul: Dampak Kepemimpinan Pemberdayaan terhadap Kinerja 

Penyuluh Keluarga Berencana dengan Keterikatan Kerja dan Komitmen Organisasi 

Sebagai Mediasi (Studi Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh terhadap kinerja 

Penyuluh KB? 

2. Apakah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh terhadap keterikatan 

kerja? 

3. Apakah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh terhadap komimen 

organisasi? 

4. Apakah keterikatan kerja berpengaruh terhadap kinerja Penyuluh KB? 

5. Apakah komimen organisasi berpengaruh terhadap kinerja Penyuluh KB? 

6. Apakah keterikatan kerja memediasi hubungan antara kepemimpinan 

pemberdayaan dan kinerja Penyuluh KB? 

7. Apakah komitmen organisasi memediasi hubungan antara kepemimpinan 

pemberdayaan dan kinerja Penyuluh KB? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis apakah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh 

terhadap kinerja Penyuluh KB 
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2. Untuk menganalisis apakah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh 

terhadap keterikatan kerja 

3. Untuk menganalisis apakah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh 

terhadap komimen organisasi 

4. Untuk menganalisis apakah keterikatan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja Penyuluh KB 

5. Untuk menganalisis apakah komimen organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja Penyuluh KB 

6. Untuk menganalisis apakah keterikatan kerja memediasi hubungan antara 

kepemimpinan pemberdayaan dan kinerja Penyuluh KB 

7. Untuk menganalisis apakah komitmen organisasi memediasi hubungan 

antara kepemimpinan pemberdayaan dan kinerja Penyuluh KB 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dengan 

memperkaya literatur mengenai pengaruh kepemimpinan pemberdayaan terhadap 

kinerja karyawan, khususnya dalam konteks sektor publik. Dengan menggabungkan 

keterikatan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi, penelitian ini 

dapat menawarkan perspektif baru yang belum banyak dieksplorasi dalam studi 

sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 

akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami hubungan 

serupa dalam konteks yang berbeda. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi para 

pemangku kebijakan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) khususnya Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan strategi 

kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh KB. Dengan 

memahami peran keterikatan kerja dan komitmen organisasi, BKKBN dapat 

merancang program pemberdayaan yang lebih efektif untuk mendukung pencapaian 

tujuan organisasi. Temuan penelitian ini juga dapat membantu penyuluh KB dalam 

memahami pentingnya keterlibatan mereka secara emosional dan komitmen terhadap 

organisasi untuk meningkatkan kinerja mereka di lapangan.  


